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PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI  TENGAH 
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T E N T A N G 

 
PERENCANAAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 PROVINSI SULAWESI TENGAH, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan 
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perencanaan Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2021. 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan – Tenggara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1964 Nomor  94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Peundang-Unangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

SALINAN 



 

4. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 

tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahaban atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157). 

 

Memperhatikan  : Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

atas nama  Direktu Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 
188.34/062/OTDA tanggal 5 Januari 2021, Perihal 

Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasi 
Eloktronik (e-Perda). 

 
 

M E M U T U S K A N : 

 
 

Menetapkan  :   

KESATU    :  Perencanaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.  

KEDUA   : Perencanaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan  di  Palu 
pada tanggal   11 Januari  2021 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
KETUA 

 
ttd 

 
 

NILAM SARI LAWIRA 

 
 

           WAKIL KETUA,                        WAKIL KETUA,                       WAKIL KETUA, 
 

  

     ttd            ttd                         ttd                  
  

     

  MOH. ARUS ABDUL KARIM    ZALZULMIDA A.DJANGGOLA       MUHARRAM NURDIN 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DPRD PROVINSI 
SULAWESI TENGAH 

 

 
 

TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19650211 199006 2 001 

 





 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
A. PERENCANAAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 
 

 Jenis Tentang Materi Pokok Status Pelaksanaan Unit/Instansi 
Terkait 

Target 
Penyampaian 

Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Rancangan 

Peraturan 
DPRD 

Perubahan Tata Tertib 
Nomor 1 Tahun 2019 

Masa persidangan dan Rapat DPRD  √ - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573). 
 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah(Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 

 

- Peraturan Pemerinatah Nomor 12 
Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 6197) 

 

- Sekretariat DPRD 
Prov. Sulteng 

- Biro Hukum 

Tahun 2021 DPRD Prov. Sulteng 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN  

   
 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGAH  

 NOMOR 160/ 289 /DPRD 

 
  TENTANG  

     
PERENCANAAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 



 

 

 

 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

  
ttd 

 

NILAM SARI LAWIRA 
 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM 

 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 ZALZULMIDA  A. DJANGGOLA 

WAKIL KETUA 

 

ttd 

 

 MUHARRAM NURDIN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS DPRD PROVINSI 

SULAWESI TENGAH 
 
 

TUTY ZARFIANA, SH.,M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19650211 199006 2 001 

 

 

2 

 

Rancangan 
Peraturan 

DPRD 

 

Kode Etik 

 

1. Ketaatan Dalam Melaksanakan 
Sumpah/Janji 

2. Sikap dan Perilaku Anggota DPRD 
3. Tata Kerja Anggota DPRD 
4. Tata Hubungan DPRD 

5. Penyampaian Pendapat, Tanggapan, 
Jawaban dan Sanggahan 

6. Kewajiban Anggota DPRD 

7. Larangan 
8. Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan 

Sanksi 
9. Rehabilitasi 

 
√ 
 

  

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573). 

 

- Peraturan Pemerinatah Nomor 12 
Tahun 2018 Tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 6197) 

 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah(Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) 
 

 

- Sekretariat DPRD 
Prov. Sulteng. 

- Biro Hukum 

 

Tahun 2021 

 

DPRD Prov. Sulteng 



 

 


